BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan/ﬁera uran Daerah
Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 20;[ Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daera lah dnubah dengan —

Peraturan Daerah Kabupa mbér No }dﬂahﬁn 202/2,/p/rlu
te ]-fan usu rganlsa31

Tugas danjhﬁ%afi‘\\ﬂ( fP/1t1k Kabupaten

Jember; eu 21\
Ma‘ da rké }uga/sebagmmana dimaksud

g pe 1 menetapkan Peraturan Bupati tentang
edudh Suﬂunarr Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Ba n Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

Mengingat L}’as’al 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
“" Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerin

Tahun 2016 Nomor 187, tambahan Lcmbaran Ne

Indonesia Nomor 6402); '
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tah 2(;1-7 lgl

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

2017 Nomor 63, tambah

Nomor 6037) seb eraturan

Pemermtah _Ne ¢ K‘li‘ 3£hhg 2020 \Lbrffang//%bahan atas

Peratu e’rn,-' 0 04 1 mcr)?.’m’?/ tentang Manajemen

n

_ i \f Lembar N/e’gal/Repubhk Indonesia Tahun

%ﬂ :F' t:)om‘ 68 t&m a{ly.m ~ Lembaran Negara Republik Indonesia
P ranjr Piem/emﬁah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan PengWasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

; Iﬂjanes1a Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara

.- Republlk Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 120);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang

Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

lik Indonesia




Menetapkan

12.

13.

14.

.- Daiqm |PEI“ Ltufr nI }‘.l(/gﬁﬁxg dimaksud dengan :
a

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan
Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 546);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019
tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 3), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jember Nomor 1);

MEMUTUSKAN: > il
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PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUM SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERT. 'm:A RJA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLI),K/KAB‘G‘P ;r N :rE
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Higs;

bupaten Jember.

f [ S/krcﬁns Daerah adalah Sekretarls Daerah Kabupaten Jember.

4 ~—Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut

Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Jember.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya
disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Jember.

Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Jember.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Jember.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

- /’



10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada instansi pemerintah.

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD
adalah UPTD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Jember.

12. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

(1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri atas : _
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan //
2. Kelompok Jabatan Fungsional. " ol
c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ka /ak/ctﬁ ngsa, terdiri
atas kelompok Jabatan Fungsional; '//‘.‘ ;-‘ _p\/lll
! ?n Kéfapa ok Jabatan

-

d. Bidang Politik Dalam Negeri,

Fungsional; ? 11 / \\ I -
e. Bidang Ketahan Ekonerii; Bosi ‘ {gamd / aln/erg/anisasi
. 5 x4 A\ 1 o
Kemasyarakatan-térdi A t“ sional;
f. Bidang ‘lgew}[;‘:}ai \ Nasgion: Py an Konflik Terdiri atas

g~ Unit Pelakdana Tekni
h. ,KCIPN F }( ' bat?;ﬁ IE E )

(2) Badeii}l"-, 'sebagaimana ~dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan
polifik:

(3) }__B_ada'ri’ dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan

S ‘bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

" (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-
masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 3

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b,
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan



dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,
perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan
dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan
Keuangan di lingkungan Badan;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi
umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di
lingkungan Badan,

c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan
Keuangan di Lingkungan Badan;

d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang
milik negara yang menjadi tanggungjawab Badan; dan

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Pasal 4
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian seb '

(1) huruf b angka 1, mempunyai t
a. menyiapkan administr

pendistribusian :

b. menyiapk ahin geanlad dan pengelolaan kearsipan
Badan;

C. enyiap a lerige rapat - rapat dinas, perjalanan dinas,
penerim safnanan dan kebersihan lingkungan Badan serta
pelayanan

d. menyiapkarl batian telaahan dan pelayanan informasi;

e. kan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan di

menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;

g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan,
pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor ;

h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan
aset/barang milik daerah; dan

i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan

penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;

menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

[N



Bagian Kedua
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan
Dan Karakter Bangsa
Pasal 5

(1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ¢, bertugas melaksanakan sebagian
tugas badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) bidang ideologi,
wawasan kebangsaan dan karakter bangsa menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah
kebangsaan di wilayah kabupaten;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan ,
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggs
Ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangSaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhi eﬁn nggal Tka

dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideolegi
negara, karakter bangsa, pembaura
dan sejarah kebangsaan di wi i
e. pelaksanaan monitori idang ideologi,
wawasan kebangsg ATa alete angsa, pembauran
kebangsaan, (B = z jatah kebangsaan di wilayah
kabup ;|dae
pelak an

ibérikan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Bidang Politik Dalam Negeri
Pasal 6

) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf d, bertugas melaksanakan sebagian tugas badan kesatuan bangsa dan
politik kabupaten di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta
pemantauan situasi politik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Politik

Dalam Negeri, menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala
Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;



b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan
umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah
kabupaten;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan
dan partai politik, pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan
situasi politik di wilayah kabupaten;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan
dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah
serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, [fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/ pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik
di wilayah kabupaten; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Keempat
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, B

(1) Bidang Ketahanan Ek 3 a_-Pan Organisasi
2 1MAT]

Kemasyarakatan sal” 2 ayat (1) huruf e,
mempunyai tugas aryg ¢hagia ag badan kesatuan bangsa dan
politik -kKabuipate ide ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pehicegahan pe : : a, fasilitasi kerukunan umat beragama

arn _ sefigketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

(2) Untuk melaksarfakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang

Ketahanarr Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan,

eriyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
fasilitasi kerukunan umat bergama dan penghayat kepercayaan serta
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi,
sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran
ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial,, budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan
ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten,;



d.

f.

(1) Bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sebagaim
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, melaksanakan sebagian tug
kesatuan bangsa dan politik kabupaten di bidang kewa
ker]asama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga ke i

kewaspadaan perbatasan antar negara,

kewaspadaan, serta penanganan konfli
(2) untuk melaksanakan tugas _scbagil

kewaspadaan nasional dan-pénpang

a. ﬁ( ; ‘

pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat bergama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan
norma dan norma asing di wilayah kabupaten; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima
Bidang Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik
Pasal 8

adan
aan dini,
dan lembaga
igaan bidang

penyusunan prog
intelijen, pemafitat ! 0 sm,
berbatasarn =i ar | neg
serta perianga onflik di wilayah kabupaten,
an pefumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini,
clijén;pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
irfg, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah
abupaten;
pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang aisng, tenaga kerja asing dan lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan
dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah
kabupaten; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.




BAB III
UPTD
Pasal 9

(1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan.

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

(4) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi
UPTD Badan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 10

sesuai
ketentuan

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegia
dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdas
peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

asdl 2 ayat (1),
[ :

€| all f, ferdiri atas sejumlah

lompok jabatan fungsional sesuai

sebdggimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
a fingsi pelayanan fungsional sesuai dengan
ras dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
: cbagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas
membantd Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan
dan pemngendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu
slompok substansi pada masing-masing uraian tugas.
4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat
Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
(5) Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas sub koordinator ditetapkan oleh
Bupati.

BABV
TATA KERJA
Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas dan funginya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan




Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai
dengan tugas fungsi masing-masing.

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan
laporan berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V1
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENT
DALAM JABAT

1eh| B ;..: i Pégawai Negeri
e aérah sesuai dengan

Bagian, Kepala UPTD diangkat dan

BAB VII
ESELON JABATAN
Pasal 14

(1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Jabatan Eselon II b
atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III a atau Jabatan Administrator.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b atau Jabatan Administrator.

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon IV a atau
merupakan Jabatan Pengawas.

(5) Kepala Subagian Tata Usaha UPTD merupakan Jabatan Eselon IV b atau
merupakan Jabatan Pengawas.



BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15
Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

(1) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan
pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini;

(2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan
Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Jember sampai dengan dilaksanakannya pelantikan
pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X _
KETENTUAN PENUTUP L e
Pasal 17 L

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan aup:/;ﬁdé;:—mcr Nomor 137 _
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi/ Tugas dan Fungsi serta

- f \ -
Tata Kerja Kesatuan Bangsa dan Politik a? p n aﬁ;b‘exl k_Berita Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomer| 7, di a

= T : ] |\

| dari dinyatakan tidak
berlaku. oy i W=
( =
Peratu;g.nrﬁﬁﬁatij' ini mulai berl u pada t
_~Agar setiap | (ﬁ- . |3 |mengetahui ““memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dqxfgah penemt yatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

A

Ditetapkan di Jember .
pada tanggal 2. Tebvad 2022

"~ Diundangkan di Jember

agal 2 Tebnan 2022 BUPATI JEMBER,

)AH ’ ttd

HENDY S

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022 NOMOR >
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